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Oleh: Prof. Dr. T, Gede AB Wiranara, SH., MH.

Tanah mempunyai kedudukan sangar penting dalam kehidupan
manusia. Manusia hidup di atas tanah dan mempercleh bahan pangan
dengan cara mendayagunakan tanah, Hampir seluruh aspek kehidupan
manusia tidak lerptsahkan dari keberadaan tanah.

Refleksi rentang tanah mempunyai makpa sanpat slrategis. Karena
di dalunnya, terkandung tidak saja aspek fisik (elapi juga aspek sosial,
ekoniomi, budaya, bahkan politik, serta pertahanan, keamanan, dan
hukum. Oleh karena [ungsi lanah mempunyai kedudukan sangat vital
dalam kehidupan, manusia dengan tanah nemiliki hubungan emosional
yang sangat kual,

Keragaman aspek tanah bermuara pada nilal yang melekat di
tanaby, Muftiple vafue tanah setidaknya lerdirl dari enam jenis nilai,
yaitu religius, lingkungan, sosial budaya, politik, ekonomi, serla
hukurn, Nilai-nilai tersebut tidak bersifal mandiri alav berdiri sendiri.
Tidak pula, bersifat suling meniadakan ataupun saling bersaing,
Melainkan, saling mengisi antara nilai salu dengan tainnya, Sehingga,
hal ilu menpakibatkan nilai satu dengan lainnya saling membutulikan.
Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi nilai
tanah mencakup keenam nilai tersebut.

Meskipun lamah memiliki nilai yanp berbeda-beda, pemilik
tanah umumnya cenderung menggunakan tanah miliknya untuk
lujuan-tujuan yang memberikan maniaat wertinggi bagi dirinya sendiri.
Milai ekanomi {cconamic vafue) tanal ini sangal berpenparul 1erhadap
tingkat kesejahteraan pemilik atau yang mengusahakannya. Aspek ini,
meliputi tanah untuk pertanian maupun nonpertanian. Oleh karena
itu, tanah dipandang sebagai aset ekonami sekaligus dasar nilai, terkait
dengan befief sistem suatu masyarakat.

Fa. Somvi i, S0l sl v



Pada pihak laln, kansep tenlung pergeseran nllai, yang didorong
peningkatan kebutuhan, memuncullian pengalihan {ungsi hak atas
{anah bukan lagi suatu kemustahilan, termasuk beralihnya kepemilikan
kepada orang lain (sekadar tidak menunjuk makna orang asing) sebagai
sesuatn hal yang bersifur lumrah.

Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menunmit jaminan
perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat
melaksanakan hak-haknya secara aman. Jaminan ini juga menjadi
perlindungan pemerintah pada suatu subjek hak dalam melaksanakan
hak-hak atas tanah, Subslansi suatu hak atas tanah adalah kewenangan
subjek hak untuk memanfaatkan kegunaontanah, bagi penyelenggaraan
ke-perluan dalam batas-batas menurul kerentnan undang-undang.

Buku yanp hadir ke tengah-lengah pembaca ini, mengusung
pemikiran tentang problemaiika kepemilikan tanah bagi orang asing.
Buku ini ditulis aleh penulisnya semula sebapai salab saiw wacana
awal studi doktor bidang ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu
Hukum kerja sama Universitas Diponegoroe dan Universitas Lampung.
Pemikiran kanstruktif penulis bersandarkan pada realitas empiris yang
ditekuninya selama ini. Palut kiranya, buku ini diapresiasi sebagai
sebuah bacaan leorilik yang hendak mencari sebuab salusi bangun
hukum nasional {Indonesia}, di tengah-tengah isu globalisasi yang
sedang jamak menimpa berbagai negara di belahan bumi. Globalisas
yang senyalanya, pada saru pihak membawa paradigma baru, namun
pada pihak lain menyisakan carut marut konsep berhukum pada
mnsyarakal vang sedang berkembang.

Pemiklran progresif mengenai konstruksi bukum di bidang
perlanohan pusca-Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan
peraturan pelnksonssnnya, yang tersusun puluhan tahun kemudian,
sepertl yung dilskukon penulis, sungguh harus dicermati sebagai suatu
pemilkiran krltin, Buhwn, hukum yang hendak dibangun suatu
peradabai manynrukat adolah uptuk menyejahterakan masyarakatnya,
Bitkan webnlikiya, Dengan demiklon, pembangunan hukum baru dalam
dimenal keldindan bukanlah suniu kemustahilan.

Tilisan, seperti yang diungkup dalam buku ini, sangat langka.
Kareris i, aaya monarnh banyak horapan, Kiranya, gagasan dalam
Yk ind hermnnfuat agl slapn saJn yong memiliki kepedulian tentang
pevisiilian. Baya ucapkan walimat atas penerbitan naskah buku ini.

Piabloinatine Kepemillkan Tanah
VI bagl Orang Asing

Diserial horapan, buku Inl blse menjadl bahan diskusi padn kelangan
pembaca, Bag! penullsnys, pencrbitan buku Inl mudah-mudnhan skon
ditkuti dengan lahlenys karya lain, sebagai perwujudan peningkatan
prolesionalilas akademik, di mana penulis bergelut di dalamnys.

Bandar Lampung,
Oktober 2012
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Pengantar

Penulis

Faklor ckonami merupakan alasan klasik bagi para pemilik tanab
untuk melepaskan hak atas (anahnya. Apalagi, (anahnya yang sempit
lidak cukup unluk menopang penghidupan sehari-hari. Pada sisi lain,
banyak erang asing yang memerlukan tanah hak milik, Secara hukum,
orang asing tidak boleh memiliki tanah hak milik. Namun dengan cara
penyelundupan hukum, pada akhirnya, orang asing dapat menpguasai
lanah hak milik seolah-olah miliknya sendirl. Dengan demikian, sadar
atau tidak sadar, rakyat menjadi kuli di negerinya sendiri.

Terjadinya penyelundupan hukum tidak jarang dinahkadai aparal
penmierintah, seperti kepala desa, camalt, notaris atauy PPAT, serla Badan
Perlanahan Nasional (BPN), atavpun semacam mafia tanah, Denpan kala
lain, penyclundupan hukum justru werjadi karena ulah bangsa sendiri.
Meskipun tak bisa dipungkiri, adanya invisible hand dari kekuaran asing,
Oleh karena itu, pemerintah melalui aparat penegak hukumnya perlu
herlaku tegas dan berani untuk mengambil tindakan, agar tanah hak milik
permanfaotaannva tdak jatuh pada grang asing,

Tujuan lahirnya UUPA sebagai payung hokum  pertanahan
nisional untuk mewujudkan kesejahleraan rakyat, UUPA jelas berbeda
dengrn hukum tanal produk kolonial, yang ditujukan semata-mata untuk
leesvjulneraan bungsa penjajah {orang asiog). Namun seiring wakluo,
lalon Lanaly pagional lernyata semakin menjauh dari tujean awalonya,
Pidivalchirny, pibak yang sejabiiers masih tetap sama, yakni orang asing
wounng il eserdinl B

Buboa o teedici dik e bab, Baly T berisikany uralan singhkat
vl bl tanay nasiaaal, Bab 1 mengenai teori dan konsep
Bk, okl pe e Ll oleh orang asing dard perspeltit leori
gt Do ke Jalitervaan, Lo sistem bulam, due konsep hukam

Frobde et Dy el Bk an Toanah
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propresil, Tl U e porandeo sadal st prinsag atin e dalinn LILERA,
vt priosp nastennlitas dan perhodangan Lk percmpuan akan
vy, Bl 1V roenjelaskan masalah penyelundupun hiokwm sebagai
Konsckuenst adanya ataran larancan, Bal ¥ omcnerangkan tujuan aturan
larangan wituk kescjahteraan rakyat, Bah ¥1 moeojadi penulup yang berisi
stimpulan dan saran,

Bulku ini berawal dael makalah vang dimajulsan penubis sebagad
bahan ujian koalifikasi Kandidal Doklor pada Program Dekor o
Hukum Universitas Diponegore, Semarang, laiban wersebut kemudian
ditudis ulang dengan diperkaya makalub-makalaly dari wagas mala loltal
serla hasil diskusi dengan rekan-rekan angkatan 3417 KK Unila-Undip,
Uleh karena itu, pembaca kivanya dapar memaklumi ik menemukan
pengilangan bahasan,

Dralay kesempalan ind, penulis hendak meoyampaikan ucapan
terima kasih kepada para penguii kualilikasi Kandidat Doktor, yakon
Prof. [Ir Yos [oban Uama, 5.0, MoHum., yang juga menjadi Promotor
dan Dr. Nanik Teibastuti, S, MoHoam., Tak lupa, Prol D 1 Gede AR
Wiranatu, S.H. ML vang lelah berkenan memberikan kala pengantar
huku ini,  Reliau-beliau telah banyak memberikan pencerahan dan
memperiuag cakravala dalam penhaman thuu hukam.

Penulis juea mengucapkan werima kasth kepada Co. Pramolar,
1r. Muhammad Akib, 5.1, MUHum, vang telah memberikan dorongan
sentungat lerhadap penoalis, Terima kasih kembali disampaikan kepada
Kelua Propram Magister Hukum Unila D, Yuswanio, 5.H., MLH. yang
telab memberikan banyak bamuan kepada penulis selama menempuh
program doklor,

Tidlak Tupa, weapan tevima kasih disampaikan kepada senior
penulis, terurama D HoS Lisnanta, SH M, D Heryandi, 5.H. M5
dan I, Hartoya, M.SL yang sclalu menjadi weman diskusi dalam
penulisan buku ind.

Kepadaisitilu Wiwik Wijavali, 5. PAK yanp dengan setia menungpu
penulis yung sedang mengelik dan menyuapt makan supaya tidak jatuh
silkil kurena terlambat makan, Uniulk anakka, Pradipta Wijonugroho
vang sedang menempuh jenjang $1 Hukum UGKM. kadedikasikan karya
ini untak penyemanpal belajar,

Kepada Oli Fujiunsyah Wahab. 5.IR, M.H, Ridwan Hardiansyah,
Muhamad Reza, Tei Purna Jaya, dan Tim frdepth Publishing yang lerus

Fx. Sumarja, SH. MH |}’\r



mendorong peuerbitan bulu 1o, sehingga akhivoya bisa s e
wngan pembaca, Penolis menyadact buku ind belumlah sempar,
keberanian dan wekad kuatlsh yang membuat buku ind hadiz di Badapan
pembaca, Keivik dan saran perbaikan dari pembaca sangal dilurapkin,
Selamat membaca, semogn bermanlaat,

Bandar Lampung, Oklober 2002
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Pratpbernstiia Ko pemil ikan Tanah
Pl Cvane dying

Hukum

Tanah Nasional

1.1 Usaha Pembaharuan Hukum Tanab

Setelah proklamasi kemerdekuan 17 Agustus 1945, pemikiran ke
arall pembabaruan hukum lanab mulai timbul. Pemikiran pembaharvan
terhadap hukum ranah tidak semata-mada dilandasi dualisme bukum yang
muncul, sebagai akibat penggolongan penduduk semala. Namun, hal i
juga didorong amanal Undang-Undang [Yasac Republik Indonesia Talwin
1945 (UTUD RT 1943}, Tajuannya agar mdonesia memiliki sistem hukum
sendirl, yang benar-benar dilandasi Glosofi masyarakat, dengan berasaskan
nilai-nilai luhur Pancasila.

Menjelang tiga tahun sesudah proklamasi, ide dasar pembaharuan
terliadap hukan tapah mulai menunjukkan litik Lerang, Tepainya, ketika
pemerintah membentuk Panitla Apraria Yogyakarla melalui Peoerapan
Presiden RI Nomar 16 Tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948 Sclama tiga
lahun masa kerja, Panitia Agrariu Yogyakarta menyampaikan sejumlah
relkomendasi, antara lain:

1. Dilepaskannya asas demain dan pengakuan hak ulayai;

2. Diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak
perseorangan yang kuat, yaitu hak milik atas ranah yang dupat dibebani
hak langgungan;

3. Diadakannya penvelidikan ke negara tetangga sebelum menentikan
apakuah orang asing dapal pula mempunyal hak milik alas tanah;

4, Perlunya penelapan Juas winimum pemilikan lanah, agar para peland

kecil dapal hidup layak, teruloma uniok Pulan Jawa divsulkan dua

hektare, namun tidak dijelaskan apakah angka ini unluk satu erang
atau salu keluarga petani;

Perlu adanya penelapan Juas maksimum pemilikao tanah dengan tidak

L

memandang jenis lanahnya, unlul Pulau Jawa divsulkun sepulub

FX. Sumarja, SH. MHI 1




Teori dan Konsep Hukum

Terkait Hak atas Tanah
untuk Orang Asing

2.1 Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Teori negara hukum kesejahteraan digunakan sebapui pisau analisis
terhadap kebijakan hukum perranahan umumilya, clan aruran laranpgan
penguasaan tansh hak milik oleh pihak asing pada Khususnya, Tujuan
akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan ralyat. Teori ini merupakan
perpaduan antara konsep negara hukum klasik dan negarn kesejahteraan,
Dalam konsep negara hukum klasik,'" negara menempatkan hukum sebagai
dasar kekuasaannya. Adapun, penyelenggaraan kekuasaan dalam segala
bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum,” Sementara dalam
konsep negara hukum kesejahreraan,” negara selain tunduk pada hukum
vang herlako, juga memiliki tugas dan ranggung jawab mewujudkan

R nepara hobiam Kok dalim keprusrabian hubum Eropn Eantingme] dikenal tlengmn atilah
reediitaed Aoy o Arwpelo Amiesidos dikennl duanpmn salide e el e L e VELT) Frefei ittt p.ltl:l Itl;:|.1r|1_.'.1
dikembangkan, anma lus oleh Immonoe] Fane, Pl Larband, dan Tals sahl Sedanghan g af
b digelapor AN Dicey, Liboe il Aaaliidligle,  Pertiabian DD P07 dan Pemtbramaemmny Mk
Mg, Maalib, divampaiban dalamy seminae UUD BE 1045 Sebagal Hukom Teromgg denjrn Fmpit
Eali Peruhahian sebagul Dagar Moo Milenum [ herja = Mahkamed Konsdma 121 dehipan
Prosgrans Pakaor mo Flubum Ly, Semating 5 Juh 2007, Wim 6-7, Menuror [Phalipsus B oo,
recliditdaad dun e o G mcrnilika latrmbrestasil berbeds, F».'un-.._vp rechistaay Sahir i ssmg [ LT
menentang alaolissme swehingen situtiyn revolusiner Sebalkors, kevnsep B w6 fow Lietkemlmang
necasy evolisionier. Reders berndnpi wes sistem ko kenyinensal vanyg dhsebai e G modes e
Rt L secangban, g mude G Biertueeepie atas skeiem hukom vt diselme g boe Karabetl
eyt et alalaly pebiminis s sementan kambensoke mmm G acdudith i Eilae Phalipus AL Hadjon,
Periivstiangen Dindm Hogd Rkt of fodoneriis, Suniliagi: PTBina Tm, 1987, him, 72

" AbrarSalenp, Hukwe Pertambanan, Tisceisi, Weipvakarnn UL Paces, 2000, [l 0

" Dabiues el liseeatur, negars hulum: kesesiheerann - dyetson dengan dulsh vang Berbeda-
beda, Lemaire menvéburgn bestpurmrs inepars berfunpan ssenyelengpatbkan kesejadoeeam TS
AL o gl AL PRI Rt Secdanphan, AN Donner mmieipebitvn ol reebtiehast Lilae 51
Marbwn, Peasdibin Adwinisian dar U Aedvtimseranit - dr Inclonpsta, Nopyakdeos UNF Presé, 200%  lilm
133 Sementarn dalsen kepustabapn Indimesia, komsep negin bukum modern lamsn dienemabidan
menmeh negar bokum kescahiemnan gy e bl dakim ar loas goe segrarn Bokom dalam arn
sriteril Lahat Pagir Mg, Hadwrgan AGnbar P dbar Digsmb A Bestasaed UILTER 194905, Liberrae Pl S
Harapin, 1994, blm: 38 Alimar Saleag, Loy € sjipt Ralurdio snenyebur dengmn snlas negarhubum
yang mermbahngiokan rakvamya. Lihat Sutjipte Riharco, Mg ki Yomp _-"rfr.'.w?u.ﬂngmhm Redsiatreyn,
Wiyrrakarmy Clentn Preas, 2008, him. 100-1 19,

2 0 Frablemalika Kepemilikan Tanah
hagi Crang Asing

Chgjehierann rakyabayn. Dengun deniigion, negars titl - poticrifithil

ik semuta-muta sebagad penfagn keamanan slay |{f.'|.l::l'1."‘.liill IT:FM“E{‘L
"Iliblupl. peimlkul ulama tanggung jowah untok mewujudkan keadi nln susl
dan kesejalueraan umum guna sebesar-besaraya kemakmuran rall_;}ml.,
lterkaitan dengan ugas dan langgung jawab, Frons Magnis-Suseno

memaparkan, negara secara hakiki bertugas untuk mengusahakan
“Reacjuhicraan umum. Untok i, negara harus mengusnh:dkan dsemua
iprsyarat, kondisi, dan prasarana agar lilasyar:{kal da}:rftl hidup mengan
-;'r.ldil dan sejohicra.’” Meminjam pendapat Wollgang h']EFImarlm, Lugasr
“porsebul memiliki kansekuensi, negara harus Dberfungsi baik sel:-aglal
penyedia {provider) kesejahteraan rakyat; pengatur {regtlator); pe?‘?us;;a
{entreprencur) dalam pembangunan ekonomi ms_u?pun dalam menja a‘n ‘ n
seltor-sektor tertentu, melalui badan usaha milik negara {B}JMN], dart
wasit {empire) untuk merumuskan slandar-standar yang adil 111‘_3ngena|
.leklor ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya agraria puna
mewujudkan kesejahteraan rakyal.

Hal ilu sejalan dengan pendapal Aslan Noor."” Menuruinya, unl:luk
memeknai burmi, air, dan Tuang angkasa yang dikuasai negora, hal ilu
tldak lerbatas pada pengaturan, pengurusan, dan pcngawnfim lerhja.;dap
pemanfaatan hak-hak perorangan. Negara mempunyal kewa]{ban
untuk turut ambil bagian sccara aklif dalam mengusahal:mn tercapainya
kesejahtersan rakyal, Lebih lanjut, Bagir Munan® menjelaskan, dalam
hal dikuasai negara dan untuk mencapai kesejahleraan rakyat, negara
Indonesia merdeka adalah negara kesejahieraan, sebagaimana termaksud
dalam Pembulgan UUD RI 1945, Dasar pemikiran lahirnya kansep hak
penpuasaan negara, dalom Pasal 33 ayat (3) UU.D R1 1945, merupakan
perpaduan antara leori negara hukum kescjahleraon dan konsep
penguasaan hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguas aanl
negara adalah kewenangan negara untuk mengatue (regelen), menlgururf
{bestuuren), dan mengawasi {Lozichthonden). Dibalik hak, substansi dari
penguasaan negara adalah kekuasaan atau kewenangan yang terkandung

: e hfadfeem, |abarrae 11T
[ Telag e Buserun, Pk Priek -“J'-'-"l'ﬂ}"h"-”?" Morai' Dharar Erenegaria Maiier, |a

2 i, %L, Db JLG o AT e o 107
{ m'ﬁ'ﬁ?i‘mmmu T biwie cond The Joeie of Loee o | Moo Feomam, Laowidone Stesen and Sone, L9271,

hhm. 3, sebagrunana dikunp Slear salengs, G S, hilm, 167 Sencky, e Bomrprreter Pofiiad I lokim Sk oL torr

Asr Pro-Barfyan, Mabang: Surya Pe Cenutlang, 2000, tib. 168
< 0 ) i 0%
" nlan Monr, Ko Pt Ahdd O Cis him, \ . ‘ '
* Taliar Bagir Manan, Perentatu dan Frrkapbaunay Kamsseted Sants Negars, Mandar iy, Baadung

19%3. Mlm, 31:35,
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rnnsip Nasionalitas
dan Perlindungan

_Perempuan atas [[elglels!

Mobilitas Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayvah
Indonesia akan terus meningkat pada era globalisasi dewasa ini W}‘:I A
yang masuk ke Indonesia itu, selain mempunyai tujuan wisaty, uu;[a plui‘-l
vang berminal untuk mempunyai tanah, Indikasinya adalah banyak WN}‘;
y-._mg mlr:nguasai tanah di beberapa tempat di Indanésiu, di antaranya
di Provinsi Bali.” Hal serupa terjadi di wilayah Pantai Krui, Kaby atel
L.‘lm]:bun.g Barat, Provinsi Lampung, ' g

Kondisi tersebut di atas membutuhlan perangkat peraturan
perundung—undun_gun untuk menjamin kepastian hukum bagi WNA }r'l;m
.lTjEHgLi;lSﬂl' tanah di Indonesia. Dalam hal kepastian hak a.las tanah ;aaLt
ini, telah ada peraturan perundang-undangan Yang mengaturnya : ait1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 rcntangil?cruiumn Dasar ];;rial'
P{}]il ok Agraria (UUPA). Salah saty Prinsip yang dianut UUPA u.da]'ah prin sih-
nasionalitas, Hanya WN] yang dapat mempunyai hubungan sepenubn S
dengan tanah, sebagai bagian dari bumi. Hal itu sesuai dengan frasa r:I
termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945, Hubungan tersebut d:?; :

w.ujud hak milik (HM), Sedangkan, WNA dan badan hukum *wit?:
(BHA) yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat dihcrikant haIL-.
pakai (HP).™ Lehih lanjut, ketentuan unink memberikan hak atas mn;ﬂ:
kepada WNA, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Pada tingkat Menteri .-11:1_1

Proving Hali meripnkan TELRE tjbian wisa e vgnma el Incomesia, acla 200
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Aepaly Badun Pertunahan Nastonal, Peratitran Menterl Negorn Agrarinf
Kepala Hackan Pertanahan Nusloonl {(PPMNASKRPNY Nomor 7 Tahun 1996
Juncto PMNAIKBPN Nomor 8 Tahun 1996 telah puls diterbitkan.

Praluiknya, peraturan-peraturan terscbut diindikasikan tidak
bisa dilaksanakan secara efektif. WMNA justru melakukan prakeik-
praktik penguasaan tanah melalui cara penyelundupan hukum, yakni
pemindahan hak melalui sewa maupun dalam bentuk pemilikan hak atas
tonah yong menggunakan kedok atas naina WNI, Perolehan tanah dengan
oorw terselubung ini biasanya diikuti dengan peruniukkan tanah, berupa
pembangunun hote! atau vila. Bab ini akan membahas implementasi
prinsip nasionalitas penguasaan lanah dan perlindungan hak perempuan
alas (anah, baik di Indenesia maupun di negara lain.

3.1 Implementasi Prinsip Nasionalilas Pengoasaan Tanah di Indonesia

Pasal ¢ UUPA berbunyi, sebagai berikut:

L. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan
buni, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas kerentuan pasal 1 dan 2.

2. Tiap-liap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai kesemparan yang ssma untuk memperoleh sesuatu hak
atas lanah, serla untuk mendapatl manfaal Jan hasilnya, baik bagi diri
seodini mavpun keluarganya.

Pasal 9 UJUPA Ayat (1) mengalur mengenai prinsip™ nasionalitas.
Prinsip ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 2] tentang HM, Pasal 30
tentang hak guna usaha (HGU) dan Pasal 36 tentang hak guna bangunan
(HGE)." Artinya, WNA ridak diperkensnkan menguasai lanah di Indonesia
dengan HM, HGU, dan HGB. WNA hanya diperkenankan menguasai
lanah dengan HF sesuai Pasal 41 dan hak sewa unluk bangunan (HSUR)
merijuk Pasal 44 1TUPA,

Penjelasan Pasal 9 UTUPA mengatakan, hanya WNT saja yang dapat
mempunyai hak milik atag tanah". Pemindahan hiak milik kepada orang

¥ Beberapa sagana ineammnakan wilab s Lihar Slachsin dkk Heduer i Indemesar debin
Lershesliy” Varoret, Binchope, T Refka Aditaran, 2010, Blis, 5359,

* Buchgek TIR, LU, dan HOGLY adalah 2=

" bda pendebsaian novtang HAD prval aias Lanah di anesea paca sarjang. Pilab vage noik seowee, o
anesiatiys I Boecpan, Henme Georpe, Brans Oppeahainas, Kol M, dim Fredenck Lopels, Pilak vang
stugu, i itaranga ' homas dquine, Lraous, Fasile de | gveleye, dan Crerea Baslk vang reemang dalan
Drobaamen Tinstklk Reruie Movwoan (18 ) dan Qadrgusime Aana (19310 Lusac Moy, Peénk oo
ks clgrema, Yigeakarie Libecty, 1997, hin 13-15
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dalam RA Nomior 1199 ata Philigine Tenaney Aot

Hak-hak perempuan tersebut lehily |
RA Nomor 3844 atau Philipine Agr
1171 menentukan, leasehold (persewaan) pertanian tidak akan berakhis
hanya karena kematian alau ketidak
akan tetap dilanjutkan salah sdlu dari Suami atau istri yang masih hidup
anak tertua, atau cucu tertua dalam urutan Lsianyi I

Prrms_lp menghormati hak lald-laki dan perempuan juga dilakulan
:wi&m Thailand. Laki-laki dan petempuan mempunyai hak yang sama
erhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Meskipun, pe
kawin dengan WNA hary pada 1999 diperkenan

Sebelumnya, perempuan vang kawin dengan WNA
membeli tanah

rempuan yanyg
kan membeli tanal,
akan kehilangan hak

Merujuk uraian di atag, terdapat perbedaan prinsip penguasa;
tanah di negara Barat dan di negara Anglosakson, Negara Barat .
hak penguasaan atas tanah (HPAT) L
Sementars, negara Anglosakson
milik raja, Dj

mengancl
tertinggi berupa hak eigendom,
. menganut HPAT tertinggi adalah hak
negara bekas jajahannya, HPAT tertinggi adalah hak milik
negara. Sementara di Indonesia, HPAT tertinggi I.nduiah hak milik
bangsa Indonesia, Indaonesia maupun negara lain ternyata telah mengalku;
persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam hal hakb tas
tanah, dengan dinamikanya masing-masing, “y

* hlar bW TP, el | Ln e hlrm 33
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anjut dipertegas pada Pagal o
tevltural Land Reform Code, I sraturan

mampuan salah satu pihak. Leasehold

Penyelundupan Hukum
Sebagdai Konsekuensi

Larangan Kepemilikan
Tanah oleh Pihak Asing

4.1 Hak Pengnasaan Tanah oleh Negara

Teori-teori hukum kodrat dapat dibedakan menjadi dua macam,
Perlama, teori yang menilikberatkan kepada manusia sebagai diri sendiri,
dengan memberi tempal yang mullak dan kelkoh pada tanah. Kedua, teori
bulkum kadrar yang hanya menitikberatkan pada kodrat manusia sebagai
individu* Suatu realitas, sebelum manusia sda, lanal sudah ada. Tanah
bagi manusia sualu syarat mutlak. Tidak terdapat manusia kalau tidak ada
tanah. Realitay inilah yang digunakan arang Romawi sebagal asas kodrat
bagi hubungan snlara manusia dengan tanah, Dengan kata lain, tiap-tiap
manusia memiliki hak sama terhadap tanah. Tetapi disadari jugs, suaw
realilas yang juga kodrac, 1anab itu berada dalam jumlah yang tecbatas dan
terientu. Sehingga ada kalanya, jumlah manusia akan melebihi batas itu,
Dalam keadaan ini, setiap manusia tidak mempunyai hubungan langsung
dengan tanah.

Kaidah paling mendasar sebapai acuan kebijakan perfanahan
di Indonesia adalah alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945, yang
berbunyi, kemudian daripada itu untuk membenruk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindingi scgenap banpsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dosar fundamental alau sendi-sendi dasar yang terdapal dalam
kata ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD RI 1945,
memiliki makna, negara atau pemeriniah mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melindungl seloruh sumber-sumber kehidupan bangsa
Indonesia, guna kesejaliteraan seluruh rakyat. Negara memiliki tugas

¥ Molonegor, Mivk Hudum s Feebangemn g df Fatoorn, Jakarn Penerdue B dkoira,
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6.1 Simpulan

Hukum yang sementara ini magih terjebak dalam keusyikan urusan
kepustian ‘sistemy’ logika peraturan dan lein-lain, ternyata tidak biso

menberi respons yang baik terhadap problem sosial baru. Menurar Nonet
dan Selznick, cara berhukum semacam ind harus diubah agar hukum ety
bisa berfungsi dengan batk dalam masyarakal, vailn dengan mengpunakan
banluan ilmu-ilmu sosial. The isoletion of legal arder demikian Nopel
dan Selenick menyebutnya sebagai scbab kelidakberhasilan hukum
menvelesaikan problem sosial yang muncul, Dan, harus diakhiri.

Hukum, pengadilan, dan lain-lain, tidak bisa dibiarkan bekerja
sendiri, menurut cara yang ditentukan sendiri menuru hukoum, lembok
yang memisahkan antara hukum dan sosial harus dirunoahkan. Huolorm
harus menyerap dan mendapat pencerabun dari ilmu-ilmu sosial. Hal
senada juga dikemukakan David M. Trubek, Ta lidak hanva bicara
nengenai ketidokberhasilan hukum melainkan [lehih Lial'i|;ada il
Trubek mengajukan perlanyaan dramatis, “apakah hukum sudah matiz”
Relevanst pertayaan Trubek dalam konteks ini adalah apakah memang
hukam sudah mati sehingpa lidak bisa mengalasi problem penguasaan
lanah hak milik oleh pihak asing.

Hukum memang lidak bekerjalurus-lurus saja, Hukum penub dengan
gefolak, Hukum tidak berpalan pada aras rule-making, sebagai cerminan
dari keteraluran, melainkan jugy ewle-freaking, Filsul ilmu pengetahuan
Thonas Kubn mengatakan, ilmu pengetahuan bergerak dari normal science
menjadi abnormal science dan kembali ke nermal sefence untuls kemudian,
berulang layaknya siklus. Ilmu pengetahuan memang betkembang dari
wallu ke waktu sebagai sesuatu yang masih tergolong normal, Sampai
pada suaty saat, ilmu mengalami perubalvan yang luar biasa.

64 Problematika ®epemili<an Tanak
bagl thane nsing

DF sind, kit thelak Dl lugh menyebulnya sebugal suabi
perkembangan novil, Kavena, il penpetahian kelabisan cary unluk
menangani subslanst, bask siu dari segl ontologi maupun epistemologinya,
Seswalu yaany benar-benar baru Lelah muncu! dan, ito harus dibudapi ilmu
pengetahuan dengan cara-cara yang sama sekall barn pula.

Padasisilain, tindak pidanasemakin berkembang lerutama kejahatan
ckoniomi, Kejahalan lersebut sangal terkait dengan pembangunan. Kongres
PBB (Fifth UN Cengress On ‘the Prevention of Crine aned Treafment
of Offenders) di Caracas lahun 1950 telah pula menyoroli bentuk dan
dimensi kejahatan techadap pembangunan {crintes agoinst develapment),
kejahalan techadap kesejahteraan sosial {crimes against social svelfure), dan
kejahatan lerhadap koalitas lingkungan hidup (crimes against grality of
fife). “Fermusuk dalam karegori ini, kejahatan ekonomi fecoromic crimes),

~ Selagjutoya, laporan Komisi [1 kougres lersebut mengidentfikasikan

kejuhalan di bidang ckononii, yang Lergolong offences beyond the reach of
the law, antara lain speculation and swindiing in fand transactions.

'Terkait dengan pengaturan penguasaan tanah lak milik oleh pihak
asing, lerohosan baru perlu dilakukan. Mengingat, tindakan spekulasi dan
penipuan dalam (ransaksi tanah it sulit untuk dijangkau hukum yang
ada, Secara kultural, masyarakat tarnpak tidak peduli dengan kondisi
penguasaan tanah hak milik oleh orang asing, baik orang yang Jdipinjam
namaya untuk membeli tanah, orany yang menjual tanali, perantara yang
dimintai jasanya uniuk mencarikan calon lokasi lanah, masyarakar sekitar
tempal lokasi tanah, maupun pejabar berwenang yang lerkail dengan
peraliban hak milik aias tanah {Pejabal Kantor Pertanabarn, Notaris/PPAT,
Camat, dan Kepala Desa). Karenannya pelaksanaan tugas jabatan PPAT
sangat penting dalam menciptakan tertib hukum pertanahan.

Meski belum ada penelitian resmi terhadap perilaku PPAT yang
menvalahgunakon jabatannya, celah-celah pelanggaran lugas jabatan,
mulai dari pemalsuan identitas para pibak dalam akta, pemalsuan
komparisi, penyerlaan (deetieming) dengan pihak tertent melalui jalan
pembuatan akta yany tidak sempurna, pembualan surat kuasa mutlak, dan
sebagainyu, sangat mungkin ada.

Untuk membukeikan lindak pidana cersebut temu bukan-lah
perkara mudah. Karcna secara lormal, pelanggaran yang dilakukan Lidak
ada. Sertifikal telap atas nama WNI walaupun, secara fisik, pihak
yang menguasai dan memanfaatkan tanah adalah pihak asing {remine/

Fx. Sumarja, SH. MHI 65




sungguli memperhatkan kepentngun bungsu, bukan kepentlngon
golongan alaw kelompok lerlentu, demi kescjalilersan rakya,

Alas dasar kelemahan yang ada, pembenalan dari sisi aturan hukam
dan juga sisi masyarakar diperlukan adanya, Dari sisi hukum, peraluran
pemerinlah sebagai pelaksana amanat kerentuan Pasal 26 UUPA sanpga
diperlukan, Sehingga, ada lembaga yang melaksanakan, mengontrol, alau
mengawasl kerenman larangan penguasaan tanah hak milik oleh pihak
asing. Dalam peraluran pemeriniah lecsebut, setidak-tidaknya, memuu
pajak tingpi bagl keluarga yang suami atau isterinya WNA yang imau
beli tanah hak milik atas nama WINT, kalou sumber dana dari WINA. Jika
sumber dana dari WNI, WNA harus membuat surac pernyataan tidak akan
mengaku tanah hak miliknya. Hal yang tak kalah pendng adalah
pengaluran pengenaan sanksi, berupa denda dan pidana, bagi WNT yang
dipinjan namanya untuk inembeli lanah hak milik.

Lebih jauh lagi, pemerintah disarankan segera menyuson undang-
undang yang mengatur hak milik alas tanah sesual amanat Pasal 50 Ayat
{1) UUPA. Pembahasan ini muncul dalam rancanpan undang-undang
(RUU) Hak-Hak alas Tanah yang juga masuk dalam program legislasi
nastonal. Sementara dari sisi tnasyarakal, pembinaan dan peningkalan
kesaclaran hulun terhadap masyarakat perlu dilaksanakan, tak terkecuali
pira penegak hukum, Pembenahan moralitas para penegak hukum juga
menjadi hal yang wk kalah penting untuk dilakukan. Terakhir, neprara
dalani hal ini pemerintah harus bertangegung jawab terhadap masyarakat
unluk mendapatkan pemenuban kebutuhan dasar hidup dan akses
terhadap leadilan,
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